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RINGKASAN

Makmur. Juni 2025. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA. Skripsi, Program Sarjana
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 42
halaman. Pembimbing: Muhammad Topan, S.H., M.H.

Korporasi secara umum dapat diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan
yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
Tindak pidana lingkungan hidup dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dapat
memperoleh ancaman pidana menurut ketentuan perundang-undangan yang secara
spesifik memberikan pengaturan terhadap lingkungan hidup. Pakar hukum,
mengistilahkan tindak pidana lingkungan hidup sebagai kejahatan lingkungan
“Crimes Against Environment”, yang berarti suatu tindakan yang dilakukan baik itu
oleh orang atau perseorangan maupun badan hukum yang mengakibatkan rusaknya
tatanan dalam kelangsungan lingkungan hidup. Korporasi memiliki peran
signifikan dalam tindak pidana lingkungan, baik sebagai pelaku langsung maupun
tidak langsung. Motivasi ekonomi, lemahnya pengawasan, dan ketidaktegasan
penegakan hukum menjadi faktor yang menyebabkan korporasi kerap melakukan
pelanggaran terhadap hukum lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pertanggungjawaban
Pidana Korporasi dibidang Tindak Pidana Lingkungan Hidup setelah berlakunya
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan mengetahui
perkembangan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi setelah berlakunya Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja apakah telah mampu
mengoptimalkan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup
yang dilakukan oleh Korporasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Yaitu penelitian
yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa
bahan bahan hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana
Korporasi dibidang Lingkungan Hidup. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya,
yakni deskriftif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual
approach). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum
primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui
inventarisir bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibaha. Bahan
hukum yang didapat dianalisis dengan cara dideskripsikan secara sistematis dan
dianalisis untuk menjawab permasalahan yang dibahas.
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Hasil Penelitian ini Menunjukkan Bahwa:

1.

Perubahan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah merubah
ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal tersebut secara
eksplisit meniadakan frase “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” yang
pada hakikatnya merupakan jiwa dan unsur pokok dari Pertanggungjawaban
Mutlak (Strict Liability), Sehingga mengakibatkan tanggung jawab
korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan atau tindak pidana
lingkungan berdasarkan pada kesalahan (liability based on fault). Apabila
hanya mengandalkan doktrin pertanggungjawaban berdasarkan prinsip
kesalahan, maka pengegak hukum dalam bidang lingkungan akan
mengalami kendala dan kesulitan, karena secara efektif konsep ini tidak
dapat mengantisipasi dampak dari kegiatan Industri modern yang dapat
menimbulkan resiko tingga serta dampak yang besar sehingga dapat
mengancam keberlangsungan hidup manusia, lingkungan dan makhluk
hidup lainnya.

Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) yang termuat pada Pasal 88
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup telah berubah, sehingga menghilangkan
Tanggung Jawab Mutlak Korporasi untuk bertanggungjawab oleh
karenanya dalam pertanggungjawaban Korporasi atas pencemaran
lingkungan yang terjadi pasca dihilangkannya Tanggung Jawab Mutlak
adalah sebatas tanggung jawab Administratif.
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ABSTRAK

Termuat pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) yang termuat pada Pasal 88 telah
berubah, sehingga menghilangkan Tanggung Jawab Mutlak Korporasi untuk
bertanggungjawab sehingga dalam tanggung jawab korporasi atas pencemaran
limbah yang terjadi pasca dihilangkannya tanggung jawab mutlak adalah sebatas
tanggung jawab Administratif.

Pasal tersebut secara eksplisit meniadakan frase “tanpa perlu pembuktian unsur
kesalahan” yang pada hakikatnya merupakan jiwa dan unsur pokok dari
Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability), Sehingga mengakibatkan tanggung
jawab korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan atau tindak pidana
lingkungan berdasarkan pada kesalahan (liability based on fault). Apabila hanya
mengandalkan doktrin pertanggungjawaban berdasarkan prinsip kesalahan, maka
pengegak hukum dalam bidang lingkungan akan mengalami kendala dan kesulitan,
karena secara efektif konsep ini tidak dapat mengantisipasi dampak dari kegiatan
Industri modern yang dapat menimbulkan resiko tingga serta dampak yang besar
sehingga dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia, lingkungan dan
makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu penelitian hukum ini mengkaji dan
menganalisis Pertanggungjawaban Pidana yang dilakukan oleh Korporasi dalam
tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup.

Kata Kunci (keyword): Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Lingkungan Hidup
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